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Abstract: This study was conducted at the Medan District Court, the Medan State Prosecutor’s office and
the Medan Police Station where interviews were conducted with 1 (one) prosecutor, 1 (one) judge and 1
(one) police investigator, as well as other data obtained through the relevant literature, namely literature
documents and legislation related to the problem. The data obtained are then processed and analyzed
qualitatively-descriptive. Based on the results of research and discussion, the process of proving criminal
acts in children's cases is different from the proof of general criminal acts (adult criminal cases). The
process of proving a child's criminal offense is regulated in law No. 11 of 2012 on the child criminal justice
system starting from the investigation, arrest and detention, prosecution to examination at the court hearing.
In the case of evidence in the case of child crime, it is not specifically regulated in the SPPA law, therefore it
still refers to the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) Article 184. The lack of guidance
on the implementation of diversion practices for law enforcement officers causes the implementation of
diversions to vary depending on the understanding of law enforcement officers and the lack of understanding
in the application of the SPPA act by law enforcement officers. Based on the results of this study, it is
expected that it will be an information and input material for students, academics, practitioners, and all
those who need it.
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Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Polres
Medan dimana dilakukan wawancara dengan 1 (satu) orang jaksa, 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang
penyidik kepolisian, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu
literature dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, proses pembuktian tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan
pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana
anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari
proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.
Dalam hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU
SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal
184. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum menyebabkan
pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnnya
pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini
diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semua
pihak yang membutuhkannya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam
kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat
perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Agar setiap
anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan
yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun sosial. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh
merampas hak atas hidup dan merdeka anak.
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Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan
bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus
tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar
kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah
Republik Indonesia menjamin perlindungan hak anak atas atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. kukan
oleh Anak diatur dalam beberapa peraturan, seperti UndangUndang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh
orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
Nasional maupun Internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak
anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah
dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan pasal yang diubah
dan ditambahkan beberapa penjelasan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap
anak. Ketentuan pasal yang diubah salah satunya Pasal 71 yang berbunyi: “Perlindungan
Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan,
konseling, rehabilitasi social, dan pendampingan sosial”.

Selanjutnya bagaimana sistem peradilan pidana pada anak yang dahulu diatur dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 11
Tahun 2012. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan
oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir bulan Juli 2012 lalu
dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bertujuan
untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan dan demi terwujudnya
sistem peradilan pidana yang terpadu (“integrated criminal justice system”) dan bisa
menjadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan
yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang
telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri
anak.

Melihat tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sekarang ini
sudah semakin memperihatinkan, dapat dikatakan kejahatan atau tindak pidana yang
melibatkan anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari
kuantitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak
maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus- kasus tindak pidana yang
melibatkan anak. Dari kualitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin
beragamnya cara yang digunakan pelaku khususnya para pelaku baik itu anak dan bukan
anak (dewasa) untuk melakukan suatu tindak pidana, berbagai kesempatan, tempat-tempat
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dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.
Proses pembuktian tindak pidana yang jika dilakukan oleh bukan anak (dewasa) sedikit
berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ada kalanya
anak berada dalam status saksi dan/atau korban yang telah diatur dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak Pidana yang dilakukan
oleh anak apakah dalam praktek pembuktiannya sekarang ini tetap mengacu pada Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bagaimanakah proses pembuktiannya
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana sistem peradilan anak menurut
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sampai
sekarang ini kebanyakan masyarakat masih kurang memahami serta apa kendala yang
sering dihadapi oleh Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian dalam proses pembuktian
tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
kualitatif, yakni merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian
makna,pengertian,konsep,karakteristik,gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu
fenomena; fokus dan multimetode,bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas,
menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Jenis penelitian, Dalam menghimpun bahan yang dijadikan skripsi dalam penelitian ini
penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (asas hukum)yang meletakkan
hokum sebagai sebuah bangunan atau system norma.System norma yang dimaksud adalah
asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan,perjanjian sertad oktrin.Sesuai dengan karakteristik kajiannya,maka penelitian
ini menggunakan metode library research(kajian kepustakaan)dengan pendekatan
kualitatif. Sumber Data, Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan
data yang bersifat autoritif artinya mempunyai otoritas.Bahan hokum primer terdiri dari
perundng-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan,serta wawancara mengenai isu yang akan diangkat.Adapun bahan hokum
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi,
publikasi entang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum. Selain itu untuk memperoleh bahan hokum sekunder penulis melakukan beberapa
pendekatan yang meliputi: Pendekatan undang-undang(statute approach) Pendekatan
perundang-undangan adalah adanya peraturan perundang-undangan mengenai atau yang
berkaitan dengan isu tersebut. Perundangan-undangan dalam hal ini meliputi baik yang
berupa legislation maupun regulation.Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu
hukum,mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-
undangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat mengumpulkan aturan
perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah
tersebut di atas. Tetapi,yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena
didalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.Analisis Data, Data-data
yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diklasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Proses Pembuktian Pidana yang dilakukan oleh Anak Menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan

perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu
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proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa
terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang dalam
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh
dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang
cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti
yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan
yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti
memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,
melaksanakkan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang
rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang
bersalah melakukannya. Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus
didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang
diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja,
belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim
sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat
bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah
penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu
alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk
diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat
ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan
selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta
telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis
hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa
Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya
(requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan
(pledooi), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki
tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk
membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
kepadanya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku
juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Artinya
semua ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan
anak yang sedikit membedakan hanya perlakuan khusus yang diberikan kepada anak, baik
itu anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak sebagai korban tindak pidana.
Perbedaan ini didasari oleh faktor usia anak yang dimana usia anak yang dimaksud adalah
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perbedaan anak dengan orang dewasa sudah
sangat jelas, mental dan psikis anak jauh lebih kurang dibandingkan dengan orang dewasa.
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Ketentuan lain dalam beracara yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak
yang berbeda dengan Hukum Acara Pidana yaitu dalam proses penyidikan, penangkapan
dan penahanan, penuntutan, dan pada proses persidangan. Dalam proses penyidikan,
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada
bagian kedua Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 dimana dijelaskan penyidikan terhadap
perkara Anak harus dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang ditunjuk dalam perkara anak harus memenuhi beberapa persyaratan
sesuai yang diatur dalam UU SPPA, yakni telah berpengalaman sebagai penyidik,
mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dana memahami masalah anak dan telah mengikuti
pelatihan teknis tentang peradilan anak. Yang dimaksud dengan mempunyai minat,
perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang
meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta
melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Selain itu, juga memahami
pertumbuhan dan perkembangan anak dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat
yang memengaruhi kehidupan anak. Tetapi jika belum terdapat penyidik yang memenuhi
persyaratan yang dimaksudkan dalam UU SPPA, tugas penyidikan dilakukan oleh
penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di
daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan penyidik. Dalam proses penyidikan
terhadap perkara Anak, penyidik diwajibkan untuk meminta pertimbangan atau saran dari
Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, hal ini bertujuan agar
proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak memberikan dampak yang buruk
pada anak. Selain Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik juga dapat meminta
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja
sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya jika dianggap
perlu.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban dan anak yang
menjadi saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja social professional atau
tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam proses
pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA selalu mengusahakan
untuk diversi. Dalam proses penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilakusanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Jika pengupayaan proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik kemudian
menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan
negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi proses pengupayaan diversi tidak mencapai
kesepakatan, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke
penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian
kemasyarakatan untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar
pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab
gagalnya diversi.

Dalam proses penangkapan dan penahanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 40
dimana dijelaskan penangkapan terhadap anak dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat)
jam guna kepentingan penyidikan. Perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa
penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Anak yang ditangkap wajib
ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Jika ruang pelayanan khusus anak belum
ada di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (lembaga penyelenggaraan
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kesejahteraan sosial). Proses penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara
manusiawi dengan mengedepankan dan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur
anak.

Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS tidak dibebankan kepada anak
melainkan dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi
dengan penuntut umum yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Koordinasi dilakukan dengan memberi
petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan
materiil. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh
jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak
akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak
pidana.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan
terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut
pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial, anak dan
kepentingan masyarakat. Lembaga yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah lembaga,
baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti
asuhan, dan panti rehabilitasi.

Kendala dalam pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh
Anak.

Dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi
kendala bagi penyidik kepolisian berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik adalah
pemahaman anak sulit untuk dipahami selain itu psikis dan mental anak berbeda dengan
orang dewasa sehingga penyidik harus berhati-hati dengan kejiwaan dari anak.

Berdasarkan wawancara penelitian yang menjadi kendala adalah masa tahanan anak
yang sangat singkat. Masa tahanan anak di Kejaksaan paling lama 5 (lima) hari dan dapat
diperpanjang paling lama 5 (lima) hari jauh berbeda dengan masa tahanan orang dewasa.
Jaksa harus lebih bekerja keras dalam proses penuntutan agar selesai sebelum masa
tahanan selesai.

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi kendala ialah masa
tahanan yang juga sangat singkat. Masa tahanan anak di Pengadilan Negeri dalam proses
pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima
belas) hari. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan membutuhkan waktu yang cukup
lama mengingat terdakwa adalah anak yang memiliki mental dan psikis yang berbeda
dengan orang dewasa sehingga para aparat penegak hukum wajib memperhatikan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Pemanggilan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan tindak pidana anak menjadi
kendala bagi hakim karena saksi-saksi yang dipanggil terkadang tidak menghadiri sidang
sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur
dalam UU SPPA wajib mengupayakan Diversi meskipun persoalan sering muncul dengan
adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau
pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum
sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat
penegak hukum dan kurangnnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat
penegak hukum.

Proses Diversi bertujuan untuk tidak memidanakan anak sebagai pelaku tindak pidana
menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan bagi anak sebagai korban. Persoalan
psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi jarang yang beritikad
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memberikan pengakuan dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini juga membuat
terabaikannya hak korban.

Persoalan rehabilitasi, anak sebagai pelaku tindak pidana belum dilaksanakan secara
baik. Pemerintah belum siap dalam memberikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak
pidana sehingga bila selesai dilakukan Diversi, anak pelaku akhirnya selesai dan dibiarkan
tidak ada tindak lanjut melakukan rehabilitasi, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum,
mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses pembimbingan setelah menjalani
pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian tindak pidana dalam
perkara anak memang berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak
pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang
No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan,
penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam
hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus
dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) Pasal 184. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA
wajib mengupayakan DIversi meskipun persoalan sering muncul dengan adanya proses
Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana.
Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga
menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak
hukum dan kurangnnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak
hukum.
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